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BAB II 

 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

A. KEDUDUKAN 
 

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 

3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berada di bawah koordinasi Asisten 

Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. 

 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan tugas 

memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penunjang urusan pemerintahan bidang 

keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan. 

 

5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dibantu oleh Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

6. Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

 

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satu kesatuan unsur pimpinan 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.  

 

B. TUGAS DAN FUNGSI 

 

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas 

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan yang menjadi 

kewenangan daerah.  

 

2. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja 

dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan 

prosedur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penunjang 

urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan 

keuangan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan 

keuangan; 

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan 

bidang keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan; 

g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau 

instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan 

keuangan; 

h. pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan pada subbidang 

pengelolaan keuangan; 

i. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah; 

j. pengoordinasian penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan 

Perubahan KUA-PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang telah ditetapkan; 

k. pengoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

l. Pengoordinasian penyusunan analisis standar belanja dan standar 

harga satuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

m. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

n. pengoordinasian usulan kode akun; 

o. penyusunan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran 

Perubahan; 

p. pengoordinasian penyusunan pergeseran anggaran belanja; 

q. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan target, pemantauan, dan 

evaluasi penerimaan pajak daerah; 

r. pengoordinasian pelaksanaan pendapatan asli daerah berupa hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
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s. pengoordinasian pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah berupa jasa giro, hasil pendapatan bunga, penerimaan atas 

tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, 

potongan, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa 

termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat 

penyimpanan uang pada bank, penerimaan keuntungan dari selisih 

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas 

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi 

atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari Badan 

Layanan Umum Daerah, dan pendapatan lainnya; 

t. pengoordinasian dan pelaksanaan pendapatan daerah berupa 

pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;  

u. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD;  

v. pengoordinasian pembahasan hasil evaluasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah;  

w. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan daerah; 

x. pengoordinasian penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran PD dan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD;  

y. pemantauan pelaksanaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang 

telah ditunjuk;  

z. pelaksanaan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan 

pengeluaran daerah yang melalui maupun yang tidak melalui rekening 

kas umum daerah;  

aa. pengendalian dan pengaturan dana dalam pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah;  

bb. penyimpanan uang daerah;  

cc. menyusun anggaran kas pemerintah daerah;  

dd. penetapan Surat Penyediaan Dana; 

ee. pelaksanaan penempatan uang daerah;  

ff. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah;  

gg. pelaksanaan pengelolaan rekening bank sesuai kewenangannya; 

hh. pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan 

kewenangannya; 

ii. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

jj. pengelolaan data dan informasi keuangan daerah selain Barang Milik 

Daerah; 
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kk. pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan Badan Layanan Umum 

Daerah;  

ll. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

mm. pengelolaan pelaksanaan kerjasama dengan PD, swasta, lembaga 

keuangan atau instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;  

nn. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 

oo. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 

Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah. 

 
 

C. SUSUNAN ORGANISASI 
 

1. Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: 

a. Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: 

1) Subbagian Umum; dan 

2) Subbagian Program dan Keuangan; 

b. Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, dan Keuangan; 

c. Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan, dan Lingkungan 

Hidup;  

d. Bidang Akuntansi; 

e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas:  

1) Subbidang Perbendaharaan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, 

dan Keuangan; dan 

2) Subbidang Perbendaharaan Pemerintahan, Pembangunan, dan 

Lingkungan Hidup;  

f. Bidang Pembinaan dan Pembiayaan; 

g. Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota/Kabupaten 

Administrasi, terdiri atas:  

1) Subbagian Tata Usaha; dan 

2) Subbidang Perbendaharaan; 

h. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas: 

1) Pusat Data dan Informasi Keuangan yang membawahi Subbagian 

Tata Usaha; dan 

2) Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja yang membawahi 

Subbagian Tata Usaha;  

i. Jabatan Fungsional; dan 

j. Jabatan Pelaksana. 

 


